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Penataan lingkungan hidup sebagai suatu kajian administrasi nepara
meletakkan fingsi-fungsi pemerintah untuk mengsiur dan mengelola lingkungan
hidup khususnya dalam hal pelaksanaan pengawasan, sehingga kedudukan yang
demikian memberikan akibat bagi pemerintahan bahwa kepentingan rakyat banyak
akan lingkungan hidup yang bersih, teratur merupakan suatu cermninan fitngsi-fingsi
hukwn administrasi negara. Salah satu peranan pemenniah dacrab dalam kajian ini
adalah Pemerinsah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalwm kebijakan yang
diambil oleh Kepala Daerah yaitu Bupaii untuk meningkatkan pelaksanaan
pengelolsan lingkungan hidup. Intensitas keberadaan Bupati melaiui peranan
menetapkan kebijakan sangat memiliki signifikansi dalam hal pelaksanaan
pengelolaan fingkungan hiduj. di swlayah pemerintahannya. Karena tugas seorang
Bupati scbagai Kepala Daemh adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakamya,
yang salsh satu sarananya adalah melalui periindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana koordinasi
kerja antara Bupati dan DI’RD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten
Tapanuli Selatan dan bagaimana pennasalahan koordinasi keija antara Bupaii dau
DPRD dalam penataan lingkungan hidup di_Kabupaten Tapanuli Selatan.

lHasil penelitian dan pembahasan menjelaskan koerdinasi kerja antara bupaii
dan DPRD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selaton pada
dasamya adalah koordinasi dalam tintas scktoral scpertt mengadakan rapat kerja dan
rapat konsultasi untuk mencan penyelesaian permasalahan dalam penataan lingkungan
hidup. Koordinasi kerja tersebut tidak terlepas dari fungsi dan kedudukan Bupati
maupun DPRD, Permasalahan yang dihadapi dalamn koordinasi kerja antara bupati dim
DPRD dalam penataan lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah
sulitnya menentukan waktu pelaksanaan koordinasi. fungsi pengawasan DPRD yang
belum maksimal, serta lemahnya sumber daya manusia baik dikalangan SKPD mau
pun angpgota DPRD yang ditempatkan di komisi yang mengurusi masatah lingkungan
hidup.
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